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Pada hari ini Senin tanggal llue belas bul,an April tahun llua Rlbu dua eatu
bertempat di Kota Palu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Liltk SuJandi, Bc.IP., S.I.P., U.Si.

II. Ilr. C'atot Uargoao, S.Pd.,U.U.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang
berkedudukan dan berkantor di Jatran
Dewi Sartika No.23 Palu, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, yang
selanjutnya disebut PIEAB XF.SATU.

Direktur Politekrik Palu, yang
berkedudukan dan berkantor di Jalan
Sinar Kemuning I No. 1A, Bumi Roviga
Tondo Kecarnatan Palu Timur, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nerta
Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu
Politeknik Palu, yang selanjutnya disebut
PIEA'BreDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang sel;anjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dan
melakukan kerjasama dalam pembangunan nasional khusunya dibidang hukum
dan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:
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1. undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3614);

2. Undang-Uldang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OOO tentang Rahasia Daga.ng (Iembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4044);

4. Undang-Undang Nomor 3l Tahun 20OO tentang Desain Industri (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 243, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOO tentang Desain Tata Ietak Sirkuit
Terpadu (kmbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (kmbaran Negara

Repubhk Indonesia Tahun 2O11 Nomor 52, Tambahan lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5216);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 104, Tambahan lembara-n

Negara Republik lndonesia Nomor 5248);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 teotang Pendidikan Tinggi
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O14 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 3O Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2Ol4 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5599);

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O16 tentang Paten (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5922);
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12. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

(Lembaran Negara Republft Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953|;

13. Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2Ol9 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi

14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan flrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 6398);

15. Feraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Ferancang

Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 186, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

57291;

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan;

17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 23 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Hukum dan Ha-k Asasi Manusia No. 19 Tahun 2O18
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

BAB I
UAXSI'D DAN TUJI,AIT

Pa$l I

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA
PIEA'K dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efelrtif dan
efisien dalam pembangunan di bidang hukum baik normatif maupun materil
berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat delam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan
PARA PIEAX.

{2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkat}an dan menjalin hubungan
kelembagaan antara PARA PIEAX, dal;am rangka meningkatlan Kesadaran
hukum kepada masyara-kat, Pelayanan Keimigrasian dan Penyelenggaraan
sosialisasi, fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual serta Penyelenggaraan
dan Edukansi pelayanan Administrasi Hukum lJalp6 dikalengan akademisi
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melalui peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusra sesuar

dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan PARA PIEAK'

BAB U
RUAI{G LIISGKTIP

Pr*f 2

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PIRA PIEAI(

akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan:

1. Peningkatan kesadaran hukum dan Hak Asasi Manusia melalui:

a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat;
a. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat
b. Penyelenggaraan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

c. Pengembangan Pendidikan umum Warga Binaan Pemasyarakatan

d. Penyelenggaraan Latihan Kerja Produksi warga Binaan Pemasyarakatan

2. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatal potensi kekayaan intelektual
melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual;
a.Penyelenggaraan Sosialisasi Kekayaan Intelelrtual,dan
b.Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual;
c. Penerbitan Sertifikat dan surat pencatatan Kekayaan Intelektual (KI)

3. Pelaksanaan Kerja Sama di bidang Imigrasi melalui:
a. Peuerbitan izin Keimigrasian bagi mahasisq/a asing dan tenaga pengajar di

Politeknik;
b. Pengawasan orang asing bagi mahasiswa asing dan tenaga pengajar asing di

Politeknik; dan
c. Mendata Mahasiswa Asing, Peneliti Asing yang melakukan kegiatan, sesuai

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
4. Pengkajian dan penelitian hukum dan Hak Asasi Manusia,
5. Peningkatan pemahaman dan pemanfaat pelayanan Administrasi Hukum

Umum.
6. Peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada

pada lingkungan PARA PIEA'E meLalui:
a. Pertukaran data dan informasi; dan
b. Pemberdayaan sarana dan prasarana yang di'niliki oleh PARA PIEAK.

BAB Itr
PERTITCAITAAIT DAII PEX,ATSAI{AAI{

Pasal 3

(l) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama berdasarkan
perencanaan kegiatan secara berkala oleh PARA PIEAE yang dituangkan ke
dalam susfu Pe{anjian Kerja Sama {PKS) tersendiri.
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(2) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman akan dievaluasi secara berkala setiap

1(satu)tahunsekalidanhasilevaluasitersebutakandigunakansebagai
masukan bagi perencanaan program keda selanjutnya'

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun tertritung

sejak ditandatangani fOtA BEaEPAEAIAI{ ini'

121 Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)setelahPARAPIEA.Bmembicarakansecara
musyawarah dal mufakat.

(3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap IlIO|fA

ftSE AEAilAIf ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri I{OTA

rrstPAEAtAX ini harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada

pihaklainnyapalinglambat3(tiea)bulansebelumroTArEsEFAEAx,Axini
berakhir atau diakhiri.

BAB W
JA,ITGEAWATTU

P$al 4

BAB V
XEADAAIS IEuAI{SA lFttRcE x*l$Unzl

Pasaf 5

(1) PIEAE TESATTU DAI{ PIEAr rtlruA tidak bertanggung jawab atas tidak

terlaksa-nanya atau gagal dalam memenuhi Nota Kesepahaman ini, baik

langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (Force

Majeur+, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti lsnsama alarn'

kebakaran, baajir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan)

pembrotakan, revolusi, makar' Huru-hara, teorisme, dan/atau wabah/epidemic
yang diketahui secara luas.

(2) Jika PIEAr BEUA tidak dapat metraksanakan Nota Kesepa.haman karena

mengalami atau dipengaruhi oleh Fore Majeure' maka Pihak yang mengalami

Force Mqjeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya

dalem wahu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Force

Majeure.
(3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIEAB BTDUA sebagai

akibat tedadi Force Majeure bttkan merupakan tanggungiawab PIEAI
BESATU, demikian pula sebaliknya.

5



BAB VI
PIIfELEAAIAI{ PERSELISIIIA.TT

Pa.al 6

BAB VII
PERI'BAIIAIT/ PEI{AUBAIIAI{

Pasal 7

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam tIOtA XESEPAf,A'UA.!$ ini akan diatur
bersama kemudian hari oleh PARA PIEAI( dalam perubaharr (amandement)

dan/atau penambahan (addenduml ilOTA BEAEPA'EAU.III yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari ttOTA BESEPAEAIAII ini.

(2) Perubahan lamandementl dan/atau penambahan (addenduml I{G/IA
XESEPAEAUAII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas
persetujuan PARA PIHAI(

BAB VIU
PEIWTT'P

Parel 8

Perjanjian Kerja Sarna dari Nota Kesepahaman ini dibentuk paling lama 2 (dua)

bulan terhitung sejak Nota Kesepaheman ini ditandatangani.

Demikian NO/[A BESEPAIIA.UAil ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIEAI(
dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan
hukum y€rng serna setel,ah ditandatangani oleh PARA PIEAX'

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR POLITEKNIK

PIHAK KESATU,
KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAIVI" S{J{,AWESI TENGAH

PA,/
\

fr. 
C"t"t Margono,S.Pd.,M.M. Liliki$ujanai,'Bc. IP., s.l.P.,M. si.

6

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIIIA.K dalam

melaksanalan kesepakatan bersama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara

musyawarah dan mufakat.
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